GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang

Mengingat

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

BELAN.JA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGCARAN PENDAPATAN DAN BELAN.JA
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

a.

1.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

bahwa untuk melaksanakan Lketentuan Pasal 42
Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu
dilakukan pengaturan lebih lanjut mengenal pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial khususnya yvang bersumber
dari Angegaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Provinsi
Kalimantan Utara ;

bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas,
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemberian
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, diperlukan Peraturan
Gubernur Kalimantan Utara Tentang Belanja Hibah dan
Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan
Utara ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Tentang Belanja
Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah  Provinsi
Kalimantan Utara.

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomaor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  fentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);




10.

11.

e

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan  Tanggung  Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tenlang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4430);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4437) schagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan HKeuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
WNegara Republik Indonesia Nomor 4456},

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan  Sosial  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Negarn vang bersih dan bebas dan
Kolusi, Korupsi dan MNepotisme ([Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 ientang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
5362);

14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Orpanisasi Kemasyarakatan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

15. Peraturan Pemernntah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemernintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemeniniah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tabun 2009 tentang
Baniuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5202);

21. Peraturan Pemernntah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

22 Peraturan Presiden Nomor 534 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah scbagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012
Nomor 1535);
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23, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
teritang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

24, Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 168/PME.OT /2008
tentang Hibah Daerah.

25. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tabun 2012 Nomor 540);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrshb (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG

BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELAM.IA DAERAH PEMERINTAH PROVINS]I KALIMANTAN
UTARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.
a.

4]

Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Utara dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seclanjutnya disingkat DPRD atau
sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daecrah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
Inspektur adalah Pimpinan [Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.
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. Kepala Biro Keuangan adalah Kepala Biro Keuangan Sckretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Utara.

Kepala Biro Sosial atau sebutan lainnya adalah Kepala Biro Sosial
Sekretanat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dacrah dalam rangka
penyelenggarsan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban
dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan,
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjuinya disingkat PPKD
adalah Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuvangan Daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yvang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan
APBD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat dacreh  pada pemenntah daerah selaku  pengguna
anggaran barang.

Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
KPPKD adalah Kepala SKPD/Biro/Bidang/Bagian/Sub Bidang/ Sub Bagian
yvang diberi knasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PPKD dalam
melaksanalkan tugas dari fungsi SKPKD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh
Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijjakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD, yang anggolanya
terdiri dari Pcjabat Perencana Dacrah, PPKD dan pcjabat lainnya scsuai
dengan kebutuhan.

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD
adalah rencana kerja dan anggaran PPKD Provinsi selaku Bendahara Umum
Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya dizsingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program,
kegiatan dan anggaran SKFPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPED vang selanjutnya disinghkat DPA-
PPED merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD  Provinsi
Kalimantan Utara selaku Bendahara Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanasn Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKEFD merupakan dolumen yang memuai pendapatan dan belanja setiap
SKPD yang digunakan scbagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.



21.

22,

24,

25.

26,

27

28.

-6

Hibah adalah pemberian vang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah,
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta
tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyvelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari
Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok ataun masyarakat
yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif vang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

.Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan

potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat scbagai dampak krisis ekonormi,
krisia politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan
belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam
kondisi wajar.

Maskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah
naskah perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Belanja
Hibah.

Surat Pernyataan adalah pernyataan yang dibuat oleh Calon Penerima
Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang berisikan kesanggupan dan
tanggung jawab (Fisik dan Keuangan) melaksanakan kegiatan sesuai dengan
proposal yang diajukan.

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota
masyarakal warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan seria dalam pembangunan dalam
rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila, termasuk organisasi non
pemerintahan yang bersifat nasional dan dibentuk berdasarkan ketentuan
perundang-undangan.

Masyarakat yang selanjuinya disebut kelompok masyarakat adalah
kumpulan manusia yvang relatil mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu
yang cukup lama, tinggal disuatu wilayah tertentn, mempunyai kebudayaan
sama scrta melakukan scbagian besar kegiatan di dalam kelompok/
kumpulan manusia tersebut.

Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Kabupaten/HKota di wilayah
Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah
Kabupaten/Kota di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB 1I
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan
dan penatansahaan, pelaporan dan pertangpungjawaban serta monitoring dan
evaluasi pemberian hibah dan bantan sosial yang bersumber dari APBD.
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Pasal 3

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau
barang, atau jasa.
{2) Hibah berupa barang dapat berbentuk :

a. Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan banpgunan, jalan, irigasi jaringan
dan aset tetap lainnya (koleksi perpustakaan/ buku dan non buku,
barang bercorak kesenian/ budaya/ olahraga, hewan, dan tanaman);

b. Aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak/ software.

{3) Hibah berupa jasa dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan pelatihan,
penelitian dan jasa lainnya.

Pasal 4

(1) Bantuan sosial schagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat berupa uang
atau barang atau jasa.

(2) Bantuan sosial berupa barang dapat berbentuk tanah, peralatan dan mesin,
gedung dan bangunan, jalan, irigasi jaringan dan aset tetap lainnya (koleksi
perpustakaan/ buku dan non buku, barang bercorak kesenian/ budaya/
olahraga, hewan, dan tanamani;

(3] Bantuan sosial berupa jasa dapat berupa jasa dalam rangka kegiatan
rchabilitasi  sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan
penanggulangan kemiskinan.

BAE Il
BELAN.JA HIBAH

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 5

{1} Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan
daerah, yang dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja
urusan wajib, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

{2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah,
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat
uniuk masyarakat.

{3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus
memenuhi kriteria :

a. peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik;

b. tidak wajib, tidak mengikat, tidak terus menerus setiap tahun anggaran
dan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain
oleh peraturan perundang-undangan;

c. memenuhi persyaratan penerima hibah;

d. dituangkan dalam suatu naskah perjanjian hibah antara pemberi dan
penerima hibah; dan

e. digunakan sesuai dengan naskah perjanjian hibah.
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Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada :

Pemerintah;

Pemerintah Daerah lainnya,
Perusahaan Daerah/ BUMD;
Keclompok masyarakat;
Organisasi Kemasyarakatan;
Satuan pendidikan swasta.

mpapEe

Hibah kepada Pemerintah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl a
diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non
kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilavah administrasi
Provinsi Kalimantan Utara.

Hibah kepada Pemerintah Dacrah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} hurufl b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah
schagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada Perusahaan Dacrah schagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c diberikan kepada perusahaan daerah atau perseroan milik
pemerintah  daerah sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan yang berlaku.

Hibah kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hiuruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu
dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian,
adat istiadat, lingkungan hidup, kepemudaan, pertanian, peternakan,
perikanan dan kelautan, perkebunan, pemberdayaan perempuan & KB,
keolahragaan non profesional dan kelompok orang vang memiliki Iu:-glatan
untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hibah kepada Organisasi l{emasyamkatan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e diberikan kepada organizsasi kemasyarakatan yang dibentuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan, meliputi organisasi semi
pemerintah, organisasi non pemerintah, lembaga ketahanan masyarakat,
lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat lainnya.

Hibah kepada satuan pendidikan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf { diberikan kepada satuan pendidikan swasta yang wilayah
kerjanya berada di wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Utara,

Hibah dana pendidikan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
diberikan kepada :

a. Guru non PNS sebagai insentif; dan

b. Sekolah swasta sebagai Bantuan Operasional Sckolah.

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (¥) dan (8), terkait pengusulan,
syarat administrasi, mekanisme penyaluran, pengpunaan dana, format
Keputusan Gubernur tersendiri.

Pasal 7

Hibah kepada Pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan
penyelenggaraan fungsi Pemerintahan di Daerah.

Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya bertujuan untuk menunjang
peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan layanan dasar
UM,
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Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD bertyjuan untuk menunjang
peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja.

Hibah kepada kelompok masyarakal dan/atau organisasi kemasyvarakatan
bertujuan  untuk meningkatkan partisipasi  dalam  penyelenggaraan
pembangunan daerah atau seccara fungsional terkait dengan dukungan
kepada penyelenggaraan pemerintahan.

Hibah kepada satuan pendidikan swasta bertujuan untuk menunjang sarana
dan prasarana satuan pendidikan swasta dalam rangka penyvelengparaan
pemerintah daerah di bidang pendidikan.

Hibah dana BOSDA bertujuan untuk menunjang operasional sekolah swasta.

Hibah dana pendidikan bertujuan untuk menunjang  peningkatan
kesejahteraan guru dan tutor non PNS dan penunjang operasional Sekolah
Swasta,

Pasal 8

Hibah kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya diberikan dengan

persyaratan :

a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan
fungsi pemerintah atau pemerintah daerakh;

b, penerima  hibah  berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi
Kalimantan Utara, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

c. mempertimbangkan pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi
hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah
dilaksanakan.

Hibah kepada perusahaan daerah diberikan dengan persyaratan :

a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan
layanan dasar pemernintah daersh;

b. penerima hibah berkedudukan sebagai perusahaan daerah; dan

mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah  sebelumnya,
akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/ atau kegiatan
sejenis yang telah dilaksanakan,

Hibah kepada kelompok masyarakat diberikan dengan persyaratan:

a. memiliki kepengurusan yang jelas dan alamat tetap;

b. penerima hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi
Kalimantan Utara; dan

c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah  sebelumnya,
akumulasi belanja hibah yang pernah diterima danjfatau kegiatan
asejenis yang telah dilaksanakan.

Hibah kepada OTEATISAS] kemasvarakatan diberikan dengan

persyaratan :

a. memiliki kepengurusan yang jelas;

b. telah terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota sctempat, paling
kurang 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan  Provins
Kalimantan Utara; dan
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d. memiliki sekretariat tetap dan alamat jelas; dan

mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya,
akumulasi belanja hibah wyang pernah diterima dan/ atau kegiatan
sejenis yang telah dilaksanakan.

Hibah kepada satuan pendidikan swasta diberikan dengan persyaratan :

a. memiliki kepengurusan yang jelas;

b. telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;

¢. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan Provinsi
Kalimantan Utara;

d. memiliki alamat tetap dan jelas,

mempertimbangkan kinerja pengelolasn hibah sebelumnya, akumulasi
hibah yang pernah diterima dan/ atan kegiatan scjenis yvang telah
dilaksanakan.

Apabila dalam NPHD dipersyaratkan untuk menyediakan dana pendamping,
maka penerima hibah bersedia menyediakan dana pendamping.

Hibah tidak dapat digunakan untuk membiayai pembelian lahan, gaji
bulanan pengurus, pembayaran sewa/kontrak kantor sekretarial dan
peralatan yang tidak digunakan langsung dalam kegiatan, kecuali yang
diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Organisasiflembaga yang memiliki kepengurusan inti yang sama baik
ditinglkat provinsi maupur kabupaten /kota sebagai pengambil kebijakan
dalam struktur organisasi hanya dapat mengajukan satu usulan hibah
untuk tahun anggaran yang sama.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 9

Pemerintah yang berada di daerah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan
daerah, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan satuan
pendidikan swasta menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada
Gubernur.

Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan

drtandatangam oleh :
ketua/kepala atau sebutan lain instansi/satuan kerja bagl pemerintah
psal;

b. kepala daerah bagi pemerintah daerah lainnya;

c. direkiur mtama atau sebutan lain bagi perusahaan daerah;

d. kepala dan ketua komite sckolah bagi satuan pendidikan swasta;

¢, ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi masyvarakat dan organisasi

kemasyarakatan; dan
Ketentuan mengenai pembubuhan cap dikecualikan bagi permohonan
tertulis dari masyarakat/ individu.

Pazal 10

Usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), sckurang-
ya memuat :

a. nama dan alamat yang jelas;

b. latar belakang, maksud dan tujuan;
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. susunan kepengurusan; dan
d. rincian rencana penggunaan hibah,

Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk

pemerintah pusat, wajib melampirkan surat pernyataan dar ketua/ kepala

atau sebutan lain instansifsatuan kerja bagi pemerintah pusat yang
menyatakan bahwa vang diusulkan dalam usulan hibah tidak dianggarkan
dalam DIPA instansi/satuan kerja yang bersangkutan.

Dalam hal usulan  hibah diajukan oleh kelompok masyarakat dan

organisasi kemasyarakatan, wajib melampirkan persyaratan administrasi

yang meliputi:

a. fotocopy akta notaris mengenai pendirian kelompok masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan atau dokumen lain yang dipersamakan yang
telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,

b. susunan kepengurusan;

¢. fotocopy nomor pokok wajib pajak [NPWP) yang telah dilegalisir oleh
pcjabat yang berwenang;

d. surat keterangan domisili kelompok masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan dari Desa/Kelurahan setempat;

e. surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menyatakan bahwa
usulan kegiatan telah tercantum dalam  hasil musyawarah
pembangunan desa/ dokumen perencanaan pembangunan kelurahan
yvang diajukan oleh kelompok masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan;

f. fotocopy izin opcrasional yang telah dilegalisir oleh pejabat vang

fsurat keterangan terdaftar dar instansi yang berwenang
(telah berizin atau terdaftar);

g bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi kelompok masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan yang kantomya menyewa;

h. fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua,
sekretaris dan bendahara atau sebutan lain untuk pengurus kelompok
masyarakal dan organisasi kemasyarakatan yang telah dilegalisic oleh
pejabat yang berwenang;

i. fotocopy rekening bank atas nama kelompok masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan;

j. rmcncana anggaran biaya (RAB) yang dibutuhkan untuk pelaksanaan
kegiatan;

k. gambar rencana, konstruksi bangunan, denah lokasi atau dokumen lain
yang sejenis bagi usulan hibah untuk fisik/ konstruksi;

I. jadwal rencana kegiatan; dan

m. sural keterangan dari SKPD terkait bahwa pemohon pernah menerima/
belum pernah menerima bantuan hibah pada tahun berturut-turat.

Dalam hal usulan hibah diajukan oleh satuan pendidikan swasta, wapb

melampirkan persyaratan administrasi yang meliputi :

a. fotocopy ijin pendirian sekolah yang telah dilegalisir oleh pejabat vang
berwenang:

b. struktur organisasi sekolah;

c. fotocopy nomor pokok wajib pajak (NPWP) vang telah dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang;

d. surat keterangan domisili satuan pendidikan swasta  dari
Desa/Kelurahan setempat;

e. fotocopy izin operasional yang telah dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang/surat keterangan terdaftar dari instansi yang berwenang
{telah berizin atau terdaltar);

f. fotocopy rekening bank atas nama satuan pendidikan swasta.
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(3) Persyaratan administrasi untuk hibah kepada kelompok masyarakat yang
tidak memerlukan badan hukum adalah sebagaimana ketentuan ayat (3)
kecuah hurufl a, ¢, e dan [

{6} Batasan pengajuan usulan hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah (APBD) untuk tahun berikutnya paling lambat diterima sebelum
persetujuan KUA dan PPAS pada tahun berkenaan dan apabila pengajuan
usulan hibah melewati batas waktu yang telah ditetapkan maka diakomodir
pada perubahan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

(1) Usulan Hibah dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (5] disampaikan dan
diadministrasikan /dicatat melalui SKPD terkait dengan Tugas Pokok dan
Fungsinya.

[2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan usulan
hibah dan dokumen persyaratan kepada Sekretaris Daerah setelah
dievaluasi dan diverifikasi serta dilengkapi dengan pertimbangan teknis
(rekomendasi).

|3) Sekretaris Daerah selanjutnya memberikan disposisi dan mendistribusikan
usulan hibah dan dokumen persyaratan kepada TAPD untuk mendapatkan
persetujuan atau penolakan.

(4) Dalam hal usulan diserahkan langsung kepada Gubernur, maka Gubernur
dapat langsung mendistribusikan usulan hibah dan dokumen persyaratan
kepada SKPD terkait sesuai dengan bidang penyclenggaraan urusan
pemerintahan dan memerintahkan untuk diverifikasi dan dievaluasi.

Pasal 12

(1) Berdasarkan pasal 11 ayat (1) Kepala SKPD menetapkan tim verifikasi dan
cvaluasi.
(2) Tim verifikasi dan evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

a. meneliti kelengkapan dokumen persyaratan,

b. meneliti keterkaitan usulan kegiatan yang diajukan dengan pencapaian
sazaran program dan kegiatan pemerintah daerah;

c. meneliti kesesuaian antara isi usulan hibah dan dolkumen persyaratan
dengan keadaan/ kondisi dilapangan yang sesungguhnya;

d. meneliti kesesuaian antara harga dalam usulan hibah dengan standar
satuan harga wvang berlaka di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak
terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga
pasar yang berlaku saat dilaksanakan verifikasi dan evaluasi;

e, menelii kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta
kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan
jenis kegiatan yang diajukan;

f. meneliti kesesuaian Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan gambar/
desain untuk usulan hibah yang akan dipunakan untuk pembangunan
fisik/ konstruksi;

g. memastikan bahwa usulan hibah yang diajukan tdak untuk membiyai
kegiatan rutin kantor;

h. memastikan keberadaan pemohon hibah yang mengajukan usulan
hibah;
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i. memastikan domisilif alamal dari pemohon hibah adalah sesuai dengan
yvang tercantum dalam usulan hibah;

j- menyimpulkan pemberian hibah dalam bentuk uang atau barang atau

jasa serta nilai dan/ atau jumliah pemberian hibah uang atau barang
atau jasa;

k. menyimpan atau mengarsipkan dokumen asli administrasi usulan hibah
secara baik;

. membuat hasil verifikasi dan evaluasi yang dituangkan dalam lembar
verifikasi dan evaluasi dan berita acara hasil verifikasi dan evaluasi,
format minimal lembar verifikasi dan evaluasi dan format minimal berita
acara hasil verifikasi dan cvaluasi tcrcantum dalam Lampiran Al.a
sampai dengan A.Le Peraturan Gubernur ini; dan

m. menyampaikan dan melaporkan hasil verifikasi dan cvaluasi kepada
Kepala SKPD terkait.

Apabila berdasarkan verifikasi dan evaluasi yang dilakukan olch tm
tertivata usulan hibah belum lengkap, maka paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah pelaksanaan verifikasi dan evaluasi, usulan dikembalikan untuk
dilengkapi oleh pemohon hibah.

Pemohon hibah harus menyampaikan kembali usulan hibah yang telah
dilengkapi kepada tim verifikasi dan evaluasi dalam waktu paling lama 14
(empat belas) hari kerja sejak tanggal pengembalian usulan.

Apabila setelah wusulan dikembalikan, pemohon hibah tidak dapat
melengkapi usulan hibah dalam batas waktu yang ditentukan, maka tim
verifikasi dan evaluasi menyampaikan surat peneclakan kepada pemohon
hibah yvang ditandatangani oleh Kepala SKPD.

Apabila berdasarkan wverifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh tim
verifikasi dan evaluasi ternyata usulan hibah tidak benar danfatau tidak
memenuhi persyaratan, maka tim verifikasi dan evaluasi menyampaikan
surat penolakan kepada pemohon hibah yang ditandatangani oleh Kepala
SKPD.

Berdasarkan werifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada avat (2],
Kepala SKPD menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi pemberian hibah
berupa rekomendasi yang dilampiri surat usulan hibah dar pemchon
hibah, fotocopy berkas kelengkapan dokumen persyaratan adminstrasi
usulan hibah dan daftar calon penerima hibah kepada Gubernur melalui
Ketua TAPD dengan tembusan kepada Birc Sosial Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara, format minimal surat pengantar Kepala SKPD
dan format minimal daftar calon penerima hibah tercantum dalam Lampiran
All.a dan A.ILb Peraturan Gubernur ini.

Ketua TAPD mendisposisi dan selanjutnya mendistribusikan hasil verifikasi
dan evaluasi dari SKPD terkait ke BAPPEDA untuk diinventarisasi yang
selanjutnya dibahas melalui TAPD dan diadministrasikan oleh BAPPEDA.

Ketua TAPD beserta anggota TAPD memberikan pertimbangan atas
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan priorilas
dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam Daftar
Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC-PBH).

Ketua TAPD menyampaikan hasil pertimbangan disertai DNC-PBH kepada
Gubernur Kalimantan Utara, format minimal surat pengantar dan DNC-

PBH tercantum dalam Lampiran A.lll.a sampai dengan A.lll.c Peraturan
Gubernur ini.
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Gubernur Kalimantan Utara dapat memberikan persetujuan atau penolakan
DNC-PBH berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi SKPD dan
pertimbangan TAPD.

Persetujuan Gubernur terhadap DNC-PBH dituangkan dalam bentuk lembar
disposisi Gubernur Kalimantan Utara dan menjadi dasar pencantuman
alokasi anggaran belanja hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12),
meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/ atau jasa.

Pasal 13

Belanja hibah berupa uang dicantumkan dalam REKA-PPKD.

Belanja hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
REA-PPKD dan REA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
menjadi dasar penganggaran belanja hibah dalam APBD sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PPKD menganggarkan belanja hibah berupa uang scbagaimana dimalksud
pada ayat (1) dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis objek belanja
hibah, dan rincian objek belanja hibah kepada penerima.

Objek belanja dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) meliputi :

a. pemerintah;

b. pemerintah daerah lainnya;

¢. perusahaan dacrah/BUMD,;

d. kelompok masyarakat;

e. organisasi kemasyarakatan;

f satuan pendidikan swasta;

Rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5] memuat
nama dan alamat lengkap penerima serta besaran belanja hibah.

SKPD menganggarkan hibah barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan dalam
program dan kegiatan serta diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa,
objek belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang
atau jasa yang dimaksud aken disershkan kepada masyarakat/ pihak
ketiga.

Rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memuat
nama dan alamat lengkap penerima serta jenis barang atau jasa yang
dihibahkan.

Berdasarkan RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dan ayat (2) menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan Gubernur
tentang APBD dan/atau Peraturan Daerah Tentang APBD apabila sudah
terbentuk DPRD Provinsi;

Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau
jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur
berdasarkan Peraturan Gubernur dan/fatau Peraturan Daerah tentang
APBD;

Daftar penerima hibah scbagaimana dimaksud pada ayat (10) menjadi dasar
penyaluran /penyerahan hibah.

Gubernur mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan
besaran hibah dalam lampiran peraturan Gubernur tentang penjabaran
APBD.
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Pasal 14

(1) SKPKD dan SKPD menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
setelah ditetapkan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari DPA-PPKD dan DPA-
SKPD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pa=al 15

(1) Pelaksanaan anggaran belanja hibah berupa uang berdasarkan DPA-PPED.
(2] Pelaksanaan anggaran belanja hibah berupa barang atau jasa berdasarkan
DPA-SKPD.

Pasal 16

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD) vang ditandatangani bersama oleh Gubernur atau pejabat yang
ditunjuk oleh Gubernur untuk menandatangani NPHD dan penerima hibah.

(2) Penunjukan pejabat yang diberi wewenang unituk menandatangani NPHD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

(3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Penjabaran
APBD dan DPA serta daftar penerima hibah yang ditetapkan oleh Gubernur.
(4) NPHD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memmaat :
a. pemberi dan penerima hibah;
b. jumlah dan tujuan pemberian hibah;
c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima untuk hibah
uang;
jenis barang atau jasa yang akan diserahkan/diterima untuk hibah
bharang atau jasa;
hak dan kewsjiban serta sanlksi;
tata cara pencairan/penyaluran/ penyerahan hibah;

penggunaan hibah; dan
tata cara pelaporan pertanggungjawab hibah.

(4) Pembuatan NPHD berupa uang maupun barang atau jasa dilakukan oleh
SKPD terkait dan berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

(5) Penerima hibah harus hadir pada saat penandatanganan NPHD dan
didokumentasi oleh SKPD terkail.

(6) Format minimal NPHD tercantum dalam Lampiran A.IV.a sampai dengan
AIV.c sehapgal bagian yvang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

P
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Pasal 17

{1) Meckanisme pencairan hibah berupa uwang atau barang adalah penerima
hibah mengajukan usulan pencairan hibah kepada Gubernur melalui SKPD
yang menangani urusan terkait untuk diteruskan kepada PPED, {format
surat usulan pencairan hibah tercantum dalam Lampiran A.V.a sampai
dengan A.V.e Peraturan Gubernur i,
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{2) Usulan pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
persyaratan administrasi, meliputi :
a. Hibah untuk pemerintah dan pemerintah daerah lainnya, terdin dari:

1. surat usulan pencairan belanja hibah dilengkapl rincian rencana
penggunaan hibah yang sudah disesuaikan dengan jumlah yang telah
ditetapkan;

2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi
atau kepala daerah penerima hibah yang telah dilegalisir oleh pejabat
berwenang;

3. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan atau
rekening kas umum daerah penerima hibah;

4. kuitansi rangkap 4 (empat] bermaterai cukup ditandatangani dan
dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan
instansi atau kepala daerah penerima hibah; dan

5. Pakta integritas yang menyatakan bahwa h:.bah yang diterima akan
digunakan sesuai dengan NPHD, format Pakta integritas tercantum
dalam Lampiran A.VLa dan A.VLb Peraturan Gubernur ini.

b. Hibah untuk perusahaan daerah dalam rangka penerusan hibah yang
diterima pemerintah daerah dar pemerintah, terdiri dari :

1. surat usulan pencairan belanja hibah, rincian rencana penggunasn
hibah yang sudah disesuaikan dengan jumlah yang telah ditetapkan;

2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama direktur utama atau
sebutan lain bagi perusahaan daerah atau persercan penerima hibah
yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;

3. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama perusahaan
daerah atau perseroan penerima hibah;

4. luitansi rangkap 4 [(empat) bermaterai cukup ditandatangani dan
dibubuhi cap perusahaan daerah atau perscroan seria dicaniumkan
nama lengkap oleh direktur utama atau sebutan lain bagi perusahaan
daerah; dan

5. Pakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan
digunakan sesuai dengan NPHD.

c. Hibah untuk kelompok masyarakat, terdiri dari :

1. surat usulan pencairan belanja hibah, rincian rencana penggunasn
hibah yang sudah dizesuaikan dengan jumlah yang telah ditetaplkan;

2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk [KTP) atas nama ketua, sekretaris
dan bendahara atau sebutan lain untuk kelompok masyarakat
penerima hibah yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang,

3. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama kelompok
masyarakat penerima hibah;

4, kuitansi rangkap 4 [empat] bermaterai cukup ditandatangani oleh
ketua/ pimpinan atau sebutan lain ketua dan bendahara kelompok
masyarakat penerima hibah dan dibubuhi cap kelompok masyarakat
serta dicantumkan nama lengkap;

5. Pakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan
digunakan sesuai dengan NPHD; dan

6. apabila nilai usulan hibah tidak sesuai dengan keputusan Gubernur
sebagaimana besaran nominal yang tercantum dalam daftar penerima
hibah maka pihak pemohon wajib membuat rincian penggunaan
hibah sesuai dengan pagu yang lelah ditetapkan.

d. Hibah untuk organisasi kemasyarakatan, terdiri dari :
1. surat usulan pencairan belanja hibah, rincian rencana penggunaan
hibah yang sudah disesuaikan dengan jumlah yang telah ditetapkan;
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fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ketua/ pimpinan/
pengurus organisazi kemasyarakatan penerima hibah yang telah
dilegalisir oleh pejabat berwenang;

fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama organisasi
kemasyarakatan penerima hibah;

kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup ditandatangani ketua/
pimpinan,/ pengurus organisasi kemasyarakatan pencrima hibah dan
dibubuhi cap organisasi kemasyarakatan penerima hibah serta
dicantumkan nama lengkap;

Pakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan
digunakan sesuai dengan NPHD; dan

apabila nilai usulan pemohon tidak sesuai dengan keputusan
Gubernur sebagaimana besaran nominal yang tercantum dalam daftar
penerima  hibah maka pihak pemohon wajib membuat rincian
penggunaan hibah sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan.

. Hibah untuk dana BOSDA, dan dana BOS Provinsi terdiri dari

surat usulan pencairan belanja hibah yang sudah disesuaikan dengan
jumlah yang felah ditctzolean dilengkapi rincian rencana penggunaan
hibah, Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dan
Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS);

fotocopy surat keputusan tentang penetapan sekolah penerima dari
Dinas Pendidikan yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;

data jumlah siswa yang aktif yang telah diverifikasi dan validasi oleh
Dinas Pendidikan;

fotocopy usulan hibah asli yvang telah dilegalisir oleh SKPD terkait;
fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama sekolah;

fotocopy surat keputusan pengangkatan kepala sekolah dan
bendahara oleh ketua yayasan yang telah dilegalisir oleh pejabat
berwenang;

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama kepala sckolah dan
bendahara yang telah dilegalizsir oleh pejabat berwenang;

kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup ditandatangani kepala
sekolah dan bendahara sekolah dan dibubuhi cap sekolah serta
dicantumkan nama lengkap; dan

. Pakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan

digunakan sesuai dengan NPHD;

. Hibah untuk dana pendidikan dalam bentuk insentif kepada gura non
PNS dan tutor PAUDNI terdiri dari :

I:

2.

L

surat usulan pencairan belanja hibah yang sudah disesuaikan dengan
jumlah yang telah ditetapkan;

fotocopy surat keputusan tentang penetapan guru dan tutor PAUDNI
dari Dinas Pendidikan yang telah dilegalisir oleh pejahat herwenane
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidihain {Ivos cny,

fotocopy usulan hibah asli yang telah dilegalisir oleh SKPD terkait;
fotocopy rekening bank yang masih aktil atas nama guru dan tutor
PAUDNI;

fotocopy Kartu Tanda Penduﬂuk {K"I‘F'_i atsm nama purn dan  ator
PAUDNI yang telel: ditc=t=r oleh pelal L bl aidaad

kuitansi rangkap 4 (empat] bermaterai u:ulmp dlmndamng;ﬂm guru
dan tutor PAUDNI; dan

Pakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan
dignnakan sesuai dengan NFHD;
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Pasal 18

(1) Usulan pencairan hibah dan persyaratan administrasi scbagaimana
dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) dilakukan verifikasi dan evaluasi oleh
SKPD terkait atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan
penerima hibah dan besaran dana hibahnya sesuai daftar penerima hibah
vang telah ditetapkan, format lembar kerja verifikasi dan evaluasi usulan
pencairan hibah tercantum dalam Lampiran A.VILa sampai dengan AVIL.c
Peraturan Gubernur ini.

(2) Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tim
verifikasi dan evaluasi yang ditetapkan olch Kepala SKPD.

{3} Apabila hasil wverifikasi dan evaluasi atas usulan pencairan  hibah
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan tidak
sesuai, maka SKPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan
verifikasi dan evaluasi mengembalikan usulan pencairan hibah untuk
dilengkapi oleh penerima hibah.

(4] Penerima hibah harus menyampaikan kembali usulan yang telah dilengkapi
kepada SKPD urusan terkait yang membidang dalam waktu paling lama 14
(empat belas) han kena sejak tanggal pengembaban usulan.

(@) Apabila setelah usulan  dikembalikan, penerima hibah tidak dapat
melengkapi usulan pencairan hibah dalam batas waktu yang ditentukan,
maka SKPD menyampaikan surat penclakan kepada penerima hibah yang
ditandatangani oleh Kepala SKPD.

(6) Apabila hasil verifikasi atas usulan pencairan hibah sebagaimana dimaksud

pada ayal {1} dinyatakan lengkap dan sesuai, maka SKPD membuatkan
NPHD.

{7) NPHD scbagaimana dimaksud pada ayat [6) ditandatangani schagaimana
dimaksud dalam pasal 16 ayat (1).

{8) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala
SKEPD menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi berupa rekomendasi
pencairan hibah kepada PPKD, format minimal rekomendasi tercantum
dalam Lampiran A VIILa dan AVIILb Peraturan Gubernur ini.

(9} Rekomendasi pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disertai
dengan

a. usulan dari calon penerima hibah kepada Gubernur sebagaimana

dimaksud dalam pasal @ ayat (1);

b. usulan pencarian hibah dan fotocopy persyaratan administrasi dari
penerimaan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dan
ayat (2);

NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (6); dan
surat keputusan Gubernur tentang penetapan dafiar penerima hibah.

ap

Pasal 19

{1} Rekomendasi peneaitan  hibah  dan  fotocopy  dokumen  pendukung
sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (8) dan ayat (9) oleh PPED
dilakukan wverifikasi atas  kelengkapan dokumen pendukung  scrta
kesesuaian penerima hibah dan besaran dana hibahnya berdasarkan daftar
penermma hibah yang telah ditetapkan.
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(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
bendahara khusus SKPED sesuai ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

{3) Apabila hasil verifikasi atas usulan pencairan hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai, maka PPKD
paling lama 7 (ajuh) hari kerja setelah pelaksanaan verifikasi
mengembalikan usulan pencairan hibah kepada penerima hibah melalui
SKPD urusan terkait vang membidangi untuk dilengkapi.

(4) Penerima hibah melalui SKPD urusan terkait yvang membidangi harus
menyampaikan kembali usulan pencairan hibah yang telah dilengkapi
kepada PPKD dalam waktu paling lama 14 (empat belas) har kerja sejak
tanggal pengembalian usulan pencairan hibah.

(3) Apabila setelah usulan pencairan hibah dikembalikan oleh PPKD, penerima
hibah melalni SKPD wurusan terkait yang membidangi tidak dapat
melengkapi usulan pencairan hibah dalam batas waktu yang ditentukan,
maka PPKD menyvampaikan surat penolakan pencairan hibah kepada
penerima hibah melalui SKPD urusan terkait yang membidangi yang
ditandatangani oleh PPKD.

{6) Apabila hasil verifikasi atas usulan pencairan hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat [2) dinyatakan lengkap dan sesuai, maka PPKD memerintahkan
kepada bendahara khusus SKPKD untuk membuat Surat Permintaan
Pembayaran Langsung (SPP-LS).

(7] Apahila Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dinyatakan
lengkap, PPKD menerbitkan Sural Permintaan Membayar (SPM).

(8) Apabila Surat Permintaan Membayar (SPM) dinyatakan lengkap dan sesuai
ketentuan maka BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

(9) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D scbagaimana dimaksud pada ayat (6)
sampai (8] dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pas=al 20

{1} Pencairan belanja hibah uang didasarkan pada DPA PPKD.

(2) Pencairan belanja hibah uang dapat dilakukan dengan mekanisme

pembayaran langsung, dan disalurkan langsung ke mekening kepada
penerima hibah.

Pasal 21

Penerima hibah berupa uang bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran
dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17
ayat (2).

Pasal 22

(1) Pencairan belanja hibah barang atau jasa didasarkan pada DPA SKFD.

(2) Pencairan belanja hibah barang atau jasa dapat dilakukan dengan
mekanisme pembayaran langsung, dan disalurkan langsung oleh SKPD.
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Pasal 23

(1) Penerima hibah mengajukan surat usulan hibah barang atau jasa kepada
Gubernur melalui SKPD terkait yang melaksanakan proses pengadaan
barang atau jasa setelah APBD ditetapkan, format minimal usulan hibah
barang tercantum dalam Lampiran A. V.d Peraturan Gubernur ini.

(2) Pengadaan barang atau jasa yang akan dihibahkan dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,

(3) Penyerahan hibah barang atau jasa kepada penerima hibah dilakukan
sctelah penandatanganan NPHD, dan dibuatkan berita acara serah terima
dengan format minimal tercantum dalam Lampiran A. IX Peraturan
Gubernur ini.

(#) Penyerahan hibah barang atau jasa dilakukan oleh Gubernur Kalimantan
Utara atau pejabat yang ditunjuk kepada penerima hibah barang atau jasa,
dengan persyaratan sebagai berikoat @

a. Hibah untuk pemerintah dan pemerintah derah lainnya, terdin atas:

1.

berita acara serah terima dalam rangkap 4 ([empat) bermaterai
cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi atau daerah
lainnya serta dicantumkan nama lengkap pimpinan atau kepala
daerah;

NFHD;

fotocopy KTP atas nama pimpinan instansi atau kepala daerah
penerima hibah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
Fakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan
digunakan sesuai dengan NPFHD; dan

NPHD kepada pemerintah dibuat 4 (empat) rangkap masing-masing
untuk pemerintah daerah, disampaikan kepada instansi induk,
Menteri Kevangan dan Menteri Dalam Negeri.

b. Hibah untuk perusahaan daerah dalam rangka penerusan hibah yang
diterima pemerintah daerah dari pemerintah, terdiri atas :

1.

4.

berita acara serah terima rangkap 4 (empat] bermaterai cukup,
ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan daerah atau perseroan
serta dicantumkan nama lengkap direksi atau sebutan lain;

NPHD;

fotocopy KTP atas nama direksi atau sebutan lain pimpinan
perusahaan daerah atau perseroan yang telah dilegalisir oleh pejabat
yang berwenang:

Fakta iniegrilas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan
digunakan sesuai dengan NPHD.

c. Hibah untuk organisasi kemasyarakatan, terdiri atas :

L

berita acara serah terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup,
ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga/organisasi serta
dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan lembaga/organisasi;
NPHD;

fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan dari lembaga/organisasi
yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan

Fakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan
digunakan sesuai dengan NPHD.

d. Hibah untuk kelompok masyarakat, terdiri atas :

2.

berita acara serah terima rangkap 4 (empat] bermaterai cukup dan
ditandatangani serta dicantumkan nama lengkap penerima hibah;
NPHD;
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fotocopy KTP atas nama penerima hibah yang telah dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang; dan

Fakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yvang diterima akan
digunakan sesuai dengan NPHD.

Pasal 24

(1) Penerima hibah wajib menggunakan hibah sesuai NPHD.
(2} Penerima hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak
Lain.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 25

(1) Penerima hibah bertanggungjawab, baik formal maupun material atas
penggunaan hibah yang diterimanya.

{2) Pertanggungjawaban penggunasn hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas :
a. Uniuk penggunaan hibah berupa uang, meliputi :

L.
2.

3.

laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah;

surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah
berupa uang yang diterima telah dipunakan sesuai dengan NPHD; dan
bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

b. Untuk penggunaan hibah berupa barang atau jasa, meliputi :

1.
2,

3

laporan penggunaan/ pemanfaatan hibah barang atau jasa;

sural pernvataan tanggungjawab vang menyatakan bahwa hibah
berupa barang atau jasa vang diterima telah digunakan sesuai dengan
NPHD; dan

berita acara serah terima barang atau jasa.

(3) Penerima hibah bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan
penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1
dan huruf b angka 1.

(#) Penerima hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukt
pengeluaran atau berita acara serah terima barang atayu jasa sebagaimana
dimaksud pada avat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3.

(5] Bukti-bukti pertanggungiawaban pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
atas pemberian hibah meliputi :

usulan dari calon penerima hibah kepada Gubernur;

a.
b
C.
d. Fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah

. keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD};

yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah

Daerah; dan

8P2D dan bukti transfer vang atas pemberian hibah berupa uang atau

bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa
barang atau jasa.
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Pasal 26

Penerima hibah berupa uang wajib menyampaikan pertanggungjawaban
penggunaan hibah kepada Gubernur melalui SKPD wrusan terkait vang
membidangi dan tembusan kepada PPKD cq. Bendahara khusus SKPKD, 1
(satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan
Januari tahun anggaran berikutnya.

Penerima hibah berupa barang atau jasa wajib menyampailkan
pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Gubernur melalui SKPD
urusan terkait yang membidangi dan tembusan kepada PPED cq.
Bendahara khusus SKPKD, 1 (satu) bulan sctelah kegiatan selesai atau

paling lambat tanggal 10 bulan .Januari tabun anggaran berikurinya.

Laporan penggunaan hibah uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayvat {2) huruf a angka 1 yang anggarannya masuk pada Perubahan APBD
disampaikan oleh penerima hibah kepada Gubernur melalui SKPD urusan
terkait vang membidangi dan tembusan kepada PPKD cq. Bendahara
Khusus SKPKD, 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat
tanggal 1 bulan Maret tahun anggaran berikutnys;

Laporan penggunaan hibah barang atau jasa schbagaimana dimaksud dalam
pasal 25 ayat (2) huruf b angka 1 yang anggarannya masuk pada Perubahan
APBD disampaikan oleh penerima hibah kepada Gubernur melalui SKPD
urusan terkait yang membidangi, 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai
atau paling lambat tanggal 1 bulan Maret tahun anggaran berikutnya;

Batas waktu terakhir pertanggungjawaban hibah adalah :

a. untuk pengadaan barang maksimal 3 bulan sejak tanggal diterima oleh
penerima hibah;

b. untuk pelaksanaan pekerjaan fisik berupa konstruksi maksimal 6
[enam) bulan sejak tanggal diterima oleh penerima hibah; dan

c. kecuali dalam keadaan tertentu.

Penerima hibah wajib  menyampaikan pertanggungjawaban selaruh
penggunaan dana sesuai dengan batas wakiu sebagaimana ayat (1) sampai
dengan ayat (3).

Atas penerimaan hibah berupa uang yang penggunaannya/pemanfaatan
melebihi batas wakin tanggal pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (3) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang
terdiri dari :

a. laporan realisasi penggunaan dana;

b. kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal pelaporan;

c. sisa uang vang belum digunakan;

d. rencana penggunaan sisa uang, dan

e. jadwal pelaksanaan pekerjaan

Dalam hal pekerjaan/kegiatan telah selesai sesuai NPHD dan terdapat sisa
dana hibah, penerima hibah dapat memanfaatkan sisa dana yang berkaitan
dengan pekerjaan tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari SKPD
terkait.

SKPD terkait wajib memberikan surat pemberitahuan batas waktu
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat {4) menyampaikan
laporan penggunaan hibah kepada penerima hibah paling lambat 7 {tujuh)
hari kerja sebelum batas vang telah ditentukan.
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(1) Apabila penerima hibah sampai batas wakiu sebagaimana dimaksud pada
avat (1) sampai dengan ayat (4) belum menyampaikan laporan penggunaan
hibah maka SKPD terkait wajib memberikan surat teguran pertama paling
lama 7 (tujah) hari kerja setelah diterimanya surat teguran pertama.

(11) Apabila surat teguran pertama dan kedua tidak ditanggapi oleh penerima

hibah maka SKPD terkait wajib melaporkan kepada Gubernur dengan
tembusan [nspektorat agar dilakukan audit terhadap penerima hibah.

(12) Apabila tidak menyampaikan laporan penggunasn hibah sebagaimana ayat
(8 dan ayat {9) atau hasil audit Inspektorat menemukan adanya
penyimpangan penggunaan dana hibah yang tidak sesuai ketentuan, maka
penerima hibah tersebut tidak dapat lagi diberikan hibah selama jangka
waktu 2 tahun.

(13) SKPD terkait mengendalikan penerimaan, pengadminisirasian dan
penyimpanan dokumen laporan penggunaan hibah berupa barang atau jasa.

(14) PPED mengendalikan dokumen pencairan belanja hibah atas beban kerja
PPED.

Pasal 27

{1) Laporan penggunaan hibah uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (2) huruf a angka 1 dibuat dengan sistematika sebagaimana format
yvang terlampir dalam Lampiran A.X Peraturan Gubernur ini.

{2) Laporan penggunaan hibah uang scbagamana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (2) huruf b angka 1 dibuat dengan sistematika sebagaimana format
yang terlampir.

{3) Laporan sebapaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2) bermaterai cukup
dan ditandatangani serta dibubuhi cap oleh ketua/kepala/pimpinan
instansi pemerintah, kepala daerah, direktur atau sebutan lain, kepala desa
atau] ketua/pimpinan kelompok/organisasi masyarakat /kepala satuan
pendidikan swasta.

[4) Dalam hal labah uwang ditujukan kepada kelompok masyvarakat dan
organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan tempat peribadatan,
pondok pesantren, dan kelompok swadaya masyarakat yang bersifat non
formal, maka pengelolaannya berupa partisipasi swadaya masyarakat,
laporan penggunaan hibah disusun dalam bentuk surat yang
djtandatsngam oleh ketua dan sekretaris serta memuat informasi minimal
mengenai :

realisasi penerimaan dan penggunaan hibah;

daftar personalia pelaksanaan;

kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal pelaporan;
dokumentasi kegiatan;

sisa uang yang belum digunakan;

Tencana pengegunasn sisa uang; dan

jadwal pelaksanaan pekerjaan.

WA AnTP

Pasal 28

{1} Belanja hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada
PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

{2) Belanja hibah berupa barang atau jasa dicatat sebapgai realisasi belanja
barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga pada jenis
belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
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PPKD melakukan pencalatan realisasi belanja hibah, untuk selanjutnya
dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran
berkenaan.

Bc:lan_]a hibah berupa bﬂn‘mg atau jasa yang belhim diserahkan kepada
penerima hibah sampai dengan tahun anggaran berkenaan, dilaporkan
sebagai persediaan dalam neraca SKPD terkait.

Realisasi belanja hibah berupa barang atau jasa dikonversikan sesuai
dengan standar akutansi pemerintahan (SAP} dan diungkap pada catatan

atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintahan Daerah.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial berupa uang atau
barang atau jasa kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan
keuangan dacrah.

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah  memprioritaskan pemenuhan  belanja  uwrusan  wajib - dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk
masyarakat.

Pasal 30

Anggola/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)
meliputi;

H.

(1)

2)

3)

individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak
stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atan
fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, sosial dan bidang
lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atan
masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiho sosial.

Pasal 31

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1),

memenuhi kriteria pe¥ng sedikit:

a.  selektif;

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial;

c. bersifat sementara dan tidak terns menerus, kecuali dalam keadaan
tertentu dapat berkelanjutan; dan

d. sesuai dengan tojuan penggunaan.

Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan
bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang
ditujukan untmk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.

Bentuk resiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melipati :
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a. resiko vang terkait dengan siklus hidup, seperti kelaparan, penyakil
kekurangan gizi, cacat fisik dan/fatau mental, usia lanjut, masyarakat
terlantar, anak-anak yatim piatu, orang lanjut usia/jompo, orang sakit,
individu/ perorangan yang tidak mampu untuk membiayai kebutuhan
biaya pendidikannya; dan

b. resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, seperti kekeringan, banjir,
gempa bumi,tanah longsor, bencana alam lainnya, dan keterisolasian/
masyarakat tertinggal serta konflik sosial.

Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:

a. memiliki identitas yang jelas; dan

b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Provinsi Kalimantan
Utara.

Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ diartikan bahwa pemberian bantuzan sosial! tidels wajib

dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Headaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

turaf © diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun
anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Kr“_em mm |-L-nn-._ FT:—.-.—-—--——.—-.— n..n.!-..n.n—. e |y ESEWEN WIS FRgurae o b |
huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial LR

rehabilitasi sosial;
perlindungan sosial,
pemberdayaan sosial;
jaminan sosial;

mepnop

Pasal 32

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 avat (7)) huruf
a, ditujukan wuntuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan
seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi
sosialnya secara wajar. Jenis kegiatannya antara lain :

a. pelatihan vokasional;

pembinaan mental spritual;

bimbingan fisik;

pelayanan aksebilitas;

bimbingan sosial dan konseling;
bantuan dan asistensi sosial; dan/atau
bimbingan rasionalisasi.

moeang

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (7) huruf b,
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan
kerentanan sosial seseorang, keluarga dan  kelompok masyarakat, agar
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar
minimal. Jenis kegiatannya antara lain :

bantuan langsung;

. penyediaan aksesibilitas;

penguatan kelembagaan;

. advokasi sosial; danfatau

bantuan hukum.

pagop



(3

4

(3)

(&)

)

-2

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (7) hurof
c, ditujukan untuk menjadikan ataun memberdayakan sesecrang atau
kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial agar mampu
memenuhi kebutuhan dasarnya. Jenis kegiatannya antara lain :

a. peningkatan kemauan dan kemampuan;

b. pembenan stimulan modal;

¢. peralatan usaha dan tempat usaha;

d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
c. penataan lingloangan;

f. supervisi dan advokasi sosial;

£ penguatan keserasian sosial; dan

h. pendampingan,

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (7) huruf d,
merTupakan skema yang melembaga untuk menjamin Penerima Belanja
Bantuan Sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya vang
minimal. Jenis kegiatannya antara lain tunjangan berkelanjutan, bantuan
iuran asuransi kesejahteraan sosial, asuransi kesejahteraan sosial bagi
orang sakit dan orang cacat, pensiunan/veteran/ulama/pengurus masjid
berupa bantuan uran ASKES.

Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat
(7) huruf e, merupakan kcbhijakan, program, dan kepiatan yang dilakukan
terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai
atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat
memenuhi kebutuhan dasar yang minimal bagi kemanusiaan. Jenis
kegiatannya antara lain :

penyuluhan dan bimbingan sosial;

pelayananan sosial;

penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;

. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;

penyediaan akses pelayanan keschatan dasar;

penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha;
dan

bantuan perbaikan rumah masyarakat yang tidak layak huni.

Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (7)
huruf [, merupakan serangkaian upaya yvang ditujukan untuk rehabilitasi.
Jenis kegiatannya antara lain :

a. penyediaan dan penyiapan pasckan pemenuhan kebutuhan dasar
berupa air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, keschatan dan
PEOAMPUnEAn;

b. pemulihan darurat prasarana dan sarana;

¢. bantuan perbaikan rumah masyarakat;

d. santunan duka cita:

e. santunan kecacatan.

measTp

m

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6] dapat
dilakukan dalam bentuk kegiatan fisik dan/fatau non fisik dan disertai
dengan kriteria yvang ditetapkan oleh SKEPD terkait.

Pasal 33

{1) Bantuan sosial dapat berupa uang atan barang yang diterima langsung oleh

penerima bantuan sosial,
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(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi
anak miskin, Yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat
lanjut wusia, terlantar, cacat berat dan tunjangan keschatan putra putri
pahlawan yang tidak mampu.

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan
kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat
tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/
pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi ]netompok masyarakat
kurang mampu.

Pasal 34

(1) Jumlah  bantuan  sosial berupa uvang uniuk  masing-masing
individu / keluarga penerima paling besar Rp 20.000.000,00 (Dua puhih juta
rupiah)

(2) Batasan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam
hal:

a. digunakan untuk penganggulangan bencana pada tahap rehabilitasi;

b. digunakan untuk Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri
Pedesaan);

e, digunakan untuk Program Penanggulangan Kemiskinan melalui melalui
Kelompok Usaha Bersama Perempuan (KUBP) Provinsi Kalimantan Utara;
dan

d. diginakan untuk hal mendesak lainnya atas dasar persetujuan
Gubernur.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 35

(1) Bantuan =sosial berupa wuang kepada individu dan/atau keluarga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdiri dari bantuan sosial

kepada individu dan/fatau keluarga yang direncanakan dan yang tidak
direncanakan sebelumnya.

{2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama,
alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan RAPBD.

(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial
yvang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila
ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar
bagi individu dan fatau keluarga yang bersangkutan.

(4) Pagu alokasi angpgaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi pagu alokasi anggaran
yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
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Pasal 36

Individu, keluarga, dan/atau kelompok masyarakat serta lembaga non
pemerintah dapat mengajukan usulan tertulis bantuan sosial berupa uang
atau barang atau jasa yang direncanakan kepada Gubermur Kalimantan
Utara.

Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan
ketentuan:

a. bagi lembaga non pemerintahan, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh
ketua dan schkretaris atau sebutan lain; dan.

b. bagi individu, keluarga, dan/atau kelompok masyarakat, ditandatangani
oleh pemohon dan disertakan surat keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 37

Usulan tertulis sebagaimansa dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), paling
sedikat memuat :

a. maksud dan tujuan;

b. rincian rencana anggaran biaya atau rencana penggunaan dana bantuan
sosial; dan

c. nama dan alamat pemohon.

Dalam hal usulan diajukan oleh individu/keluarga, wajib melampirkan
persyaratan administrasi, yang meliputi ;

a. fotocopy kartu tanda penduduk wyang telah dilegalisir oleh pejabat
berwenang; dan
b. surat keterangan domizili yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Dalam hal usulan diajukan oleh lembaga non pemerintahan wajib
melampirkan persyaratan administrasi, vang melipuii :

a. fotocopy akta notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain
yang deurBamakan yvang telah dilegalisir olch pejabat yang berwenang;

b. fotocopy izin operasional yang telah dilegalisir cleh pejabat yang
berwenang/ tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;

c. fotocopy bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang
kantornya menyewsa;

d. fotocopy kartu tanda penduduk ketua dan sekretaris lembaga vang telah
dilegalisir oleh pejabat berwenang;

e. surat keterangan domisili lembaga yang dibuat oleh pejabat yang
berwenang; dan

f. fotocopy rekening bank.

Dalam hal usulan diajukan oleh kelompok masyarakat, wajib melampirkan
persyaratan administrasi, yang meliputi :

a. surat keterangan domisili kelompok dari desa ( kelurahan setempat; dan

b. fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan
sekretaris atau sebutan lain yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang,

Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (3} huruf a, b dan ¢, untuk bantuan

sosial kepada lembaga non pemerintah yang bersifat non formal, yang

berperan  melindungi  individu, kelompok, dan/masyarakat dari

kemungkinan terjadinya resiko sosial.
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Pasal 38

{1) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf b, dan
dokumen pendukung schagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)
diajukan oleh pemchon bantuan sosial kepada Gubernur melalui SKPD
terkait yang selanjutnya SKPD terkait membuat daftar usulan bantuan
sosial untuk disampaikan dan diadministrasikan/dicatat melalui SKPD
terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

(2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan usulan dan
dokumen persyaratan kepada Sckretaris Daerah setelah dievaluasi dan
divenfikasi serta dilengkapi dengan pertimbangan teknis (rekomendasi).

{3) Sekretaris Daerah selanjuinya memberikan disposisi dan mendistribusikan
usulan tertulis Belanja Bantuan Sosial dan dokumen persyaratan kepada
TAPD untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.

{4} Dalam hal surat usulan dizserahkan langsung kepada Gubernur, maka
Gubernur dapat langsung mendistribusikan surat usulan tertulis dan
dokumen persyaratan kepada SKPD terkait dan memernntahkan untuk
diverifikasi dan dievahuasi.

Pasal 39

(1) Berdasarkan Pasal 38 ayat (2] Kepala SKPD menetapkan tim verifikasi dan
evaluasi.

(2] Tim verfilkasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas @

a. meneliti kelengkapan dokumen persyaratan;

b. memastikan keberadaan pemohon bantuan sosial yang mengajukan
usulan permohonan bantuan sosial;

c. memastikan kondisi sosial individu/keluarga pemohon bantuan sosial
sesual dengan usulan permohonan bantuan sosial dan persyaratan
penerima bantuan sosial;

d. memastikan kegiatan kelompok masyarakat atau lembaga non
pemerintah adalah dalam rangka mengatasi resiko sosial masyarakat;

e. memastikan domisili/alamat dari pemohon bantuan sosial adalah sesuai
dengan yang tercantum dalam usulan bantuan sosial atau identitas vang
dilampirkan dalam usulan permchonan;

f. menyimpan atau mengarsipkan dokumen asli administrasi usulan
bantuan sosial secara baik;

g membuatl laporan hasil verifikasi dan evaluasi yang dituangkan dalam
lembar verifikasi dan evaluasi dan berita acara hasil verifikasi dan
evaliasi, format minimal lembar verifikasi dan evaluasi dan format
minimal berita acara hasil verifikazsi dan evaluasi tercantum dalam
Lampiran B.l.a sampai dengan B.l.g Peraturan Gubernur ini; dan

h. menyampaikan dan melaporkan hasil verifikasi dan evaluasi kepada
Kepala SKPD.

i3} Anahila berdasarkan verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh tim
eiiyeid Gecian Sanbuan soiial belum lengkap, maka paling lama 7 (hujuh)
hari kerja setelah pelaksanaan verifikasi dan evaluasi, usulan dikembalikan
aniuk dilenlass aleh sxesaalimn Toablaei prenal

{4) Pemohon bantuan sosial harus menyanipaiban keinball uswian yang telah
dilengkapi kepada tim verifikasi dan evaluasi dalam waktu paling lama 14
(empat belas) hari kerja sejak tanggal pengembalian usulan.
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(5) Apabila setelah usulan dikembalikan, pemohon tidak dapal melengkapi
usulan bantuan sosial dalam batas waktu yvang ditentukan, maka tim
verifikasi dan evaluasi menyampaikan surat penolakan kepada pemochon
bantuan sosial yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.

(6) Apabila berdasarkan wverifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh tim
verifikasi dan evaluasi ternyata usulan bantuan sosial tidak benar dan/atau
tidak memenuhi persyaratan, maka tim verifikasi dan evaluasi
menyampaikan surat penclakan kepada pemohon bantuan sosial yang
ditandatangani oleh Kepala SKPD.

(7) Berdasarkan secbagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD
menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi bantuan sesial berupa vang
atau barang atau jasa yang direncanakan berupa rekomendasi kepada
Gubernur melalui Ketua TAPD, format minimal surat pengantar Kepala
SKPD dan format minimal daftar calon penerima bantuan sosial tercantum
dalam Lampiran B.Il.a sampai dengan B.1l.c Peraturan Gubernur ini.

(8) Ketua TAPD mendisposisi selanjutnya mendistribusikan hasil evaluasi dari
SKPD terkait ke BAPPEDA untuk dikompilasi yvang selanjutnya dibahas
melalui Tim TAPD dan diadministrasikan olech BAPPEDA.

9) Ketua TAPD beserta anggota TAPD memberikan pertimbangan atas
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (¥) sesuai dengan prioritas
dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam Daftar
Nominatif Calon Penerima Belanja Bantuan Sosial (DNC-BBS) berupa uang
atau barang atau jasa.

(10} Ketua TAPD menyampaikan hasil pertimbangan disertai DNC-BBS kepada
Gubernur, format minimal surat pengantar dan DNC-BBS tercantum dalam
Lampiran B.II Peraturan Gubernur ini.

(11) Gubermur memberikan persetujuan atau penolakan DNC-BBS berdasarkan
hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD.

(12} Persetujuan Gubermur terhadap DNC-BES dituangkan dalam bentuk lembar
disposisi Gubernur dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran
Belanja Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS,

(13) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada avat (12,
meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang, dan/atau barang, dan/atau
jasa,

(14) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat mengalokasikan anggaran
bantuan socsial yang tidak direncanakan pada saat penyusunan RAPBD
dalam RKA PPKD selama tidak melebihi pagu alokasi anggaran belanja
bantuan sosial yang direncanakan.

Pasal 40

{1) Bantuan sosial yang direncanakan dan tidak direncanakan berupa uang
dicantumkan dalam RKA-FPED.

(2] Bantuan sosial berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

(3) REA-PPED dan RKA-SKPD Mhﬂgﬂ]mmﬁdlm&kﬁudpﬂd&n}rﬂt{l}dﬂna}'at
[2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4} PPEKD menganggarkan belanja bantuan sosial berupa uang scbagaimana
dimaksud pada avat (1) dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis
belanja bantuan sosial, objek belanja bantuan sosial dan rincian objek
belanja bantuan sosial.
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Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :

a. individu dan/atau keluarga;
b. masyvarakat; dan
c. lembaga non pemerintahan.

Rincian objek belanja bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat nama dan alamat lengkap penerima serta
besaran bantuan sosial.

Bantuan sosial berupa barang atau jasa dianggarkan REA-SKFD dalam
kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan
kegiatan, vang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa. Objek
belanja bantuan sosial barang atau jasa dan rincian objek belanja bantuan
sosial barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 41

Pelaksanaan an belanja bantuan sosial berupa uang berdasarkan
AnggAT 1 pa g

pada DPA-PPKD.

Pelaksanaan anggaran belanja bantuan sosial berupa barang berdasarkan
pada DPA-SKPD.

Pasal 42

Gubernur menetapkan daltar penerima dan besaran bantuan sosial dengan
Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Penyaluran danfatau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar
penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Gubernur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada
individu dan /atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 43

Pencairan  belanja  bantuan  sosial berupa uang yvang direncanakan
didasarkan pada DPA-PPEKD dan Keputusan Gubernur tentang daftar
penerima dan besaran bantuan sosial.

Pencairan belanja bantuan sosial dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung (LS), dan dapat disalurkan langsung melahi
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penerima Belanja Bantuan Sosial
atau melalui bendahara khusus SKPKD ke penerima belanja bantuan sosial.

Pasal 44

Penerima bantuan sosial yang direncanakan dan calon penerima bantuan
sosial yang tidak direncanakan berupa uang mengajukan usulan pencairan
bantuan sosial kepada Gubernur melalu SKPD yang menangam urusan
terkait untuk diteruskan kepada PPED, [ormat surat usulan pencairan
bantuan sosial tercantum dalam Lampiran B.IV.a sampai dengan B.IV.e
Peraturan Gubernur ini.
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(2] Usulan pencairan bantuan sosial yvang direncanakan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk individu dan/atau keluarga dilengkapi
persyaratan administrasi, meliputi :

a. surat usulan pencairan bantuan sosial, dilengkapi rincian rencana
penggunaan belanja bantuan sosial;
b. fotocopy KTP atas nama penerima bantuan sosial yang telah dilegalisir
oleh pejabat yang berwenang;
¢, fotocopy rekening bank yang masih aktil atas nama penerima bantuan
sosial; dan
| d. Fakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima
| telah digunakan sesuai dengan usulan.

| (3) Usulan pencairan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk individu dan/atau keluarga dilengkapi
persyaratan administrasi, meliputi

a. surat usulan bantuan sosial;

b. fotocopy KTP atas nama calon penerima bantuan sosial yang telah
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

c. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama calon penerima
bantuan sosial; dan

d. Fakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima
telah dipunakan sesuai dengan usulan.

(4) Usulan pencairan bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk kelompok masyarakat dan/atau lembaga non
pemerintah dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi

a. surat usulan pencairan belanja bantuan sosial, dilengkapi rincian
rencana penggunaan belanja bantuan sosial;

b. fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan pengurus yang telah dilegalisir
oleh pejabat yang berwenang;

c. fotocopy rekening bank yang masih aktifl atas nama lembaga/organisasi;
dan

d. Fakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima
telah digunakan sesuai dengan usulan.

Paszal 45

{1} Usulan pencairan bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan ayat {4) olch SKPD urusan terkait
yvang membidangi dilakukan verifikasi dan evaluasi atau kelengkapan
dokumen persyaratan serta kesesuaian penerima bantuan sosial dan
besaran dana bantuan sosial yang telah ditetapkan, format lembar kerja
verifikasi dan evaluasi usulan pencairan bantuan sosial tercantum dalam
Lampiran B.V.a sampai dengan B.V.f Peraturan Gubernur ini.

{2) Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
tim verifikasi dan evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.

(3) Apabila hasil verifikasi dan evaluasi atas usulan pencairan bantuan sosial
schagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan tidak
scsuai, maka SKEPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan
verifikasi, usulan dikembalikan untuk dilengkapi oleh penerima bantuan
sosial,

{4) Penerima bantuan sosial harus menyampaikan kembali usulan yang telah
dilengkapi kepada SKPD urusan terkait yang membidangi dalam waktu 14
(empat belas) hari kerja sejak tanggal pengembalian usulan.

g e
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[5) Apabila setelah usulan dikembalikan, penerima bantuan sosial tidak dapat
melengkapi usulan bantuan sosial dalam batas waktu yeng ditentulkan,
maka SEPD menyampaikan surat penolakan kepada penerima bantuan
sosial yvang ditandatangani oleh Kepala SKPD.

(6) Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) dinyatakan lengkap dan sesuai maka Kepala SKPD menyampaikan hasil
verifikasi dan evaluasi berupa rekomendasi pencairan belanja bantuan
sosial kepada PPKD, format rekomendasi pencairan belanja baniuan sosial
tercantum dalam Lampiran B.V0a sampai dengan BNVIe Peraturan
Gubernur ini.

{7) Rekomendasi pencairan bantuan sosial schagaimana dimaksud pada ayat
(&) disertai dengan :

a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);

b. usulan pencairan bantian sosial dan fotocopy persyaratan administrasi
dari penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (2} dan ayat (4); dan

c. Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan
sosial.

Pasal 46

(1

Usulan pencairan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), oleh SKPD urusan terkait yang
membidangi dilakukan verifikasi dan evaluasi;

(2) Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tim
verfikasi dan evaluasi yang ditetapkan olch Kepala SEPD.

{(3) Tim verifikasi dan evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :

a. meneliti kesesuajan antara usulan  tertulis dengan keadaan yang
sesungguhnya; dan

b. memastikan alamat calon penerimaan bantuan sosial sesuai dengan
dokumen yang dilampirkan.

(4) Apabila berdasarkan verifikasi dan evaluasi yang dilakukan ternyata usulan
bantuan sosial tidak benar, maka SKPD yang terkait menyampaikan surat
penolakan kepada pemohon bantuan sosial yang ditandatangam oleh Kepala
SKFD.

(3) Apabila berdasarkan verifikasi dan evaluasi yang dilakukan ternyata usulan
bantuan sosial telah sesuai, maka Kepala SKFD menyampaikan hasil
verifikasi bantuan sosial yang tidak direncanakan berupa rekomendasi
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, format rekomendasi pencairan
belanja bantuan sosial dalam Lampiran B.Vi.a sampai dengan BVI. c
Peraturan Gubernur ini.

(6) Sekretaris Daerah, Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat untuk
dibahas bersama dengan BPEAD dan diadministrasikan oleh Biro Sosial.

(7) Sekretaris Daerah, Asisten Ekonomi dan Kesejahleraan Rakyat dan Biro
Sosial memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah,
yvang dimuangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Bantuan
Sosial (DNC-BBS).

(B) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pertimbangan disertai DNC-BBS
kepada Gubernur.
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(9) Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan DNC-BBS vang tudak
direncanakan berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan
Sekretaris Daerah.

(10) Persetujuan QGubernur terhadap BNC-BBS dituangkan dalam bentuk
Lembar Disposisi Gubernur yang disampaikan kepada PPKD dan menjadi
dasar pencairan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.

Pasal 47

(1) Rekomendasi dan wusulan pencairan bantuan sosial dan fotocopy
persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7)
oleh PPKD dilakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen persyaratan
serta kesesuaian penerima bantuan sosial dan besaran dana bantuan
sosialnya berdasarkan daltar penerima bantuan sosial yang telah

ditetaplkan.

(2) Verifikasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
bendahara khusus SKPED sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Apabila hasil verifikasi atas usulan pencairan bantuan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai, maka
PPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan verifikasi, usulan
dikembalikan untuk dilengkapi oleh penerima bantuan sosial melalui SKPD
urusan terkait yang membidangi.

(4) Penerima bantuan sosial melalui SKPD urusan terkait yang membidangi
harus menyampaikan kembali usulan yang telah dilengkapi kepada PPKD
dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja secjak tanggal pengembalian
usulan pencairan bantuan sosial.

(5) Apabila setelah usulan pencairan bantuan sosial dikembalikan oleh PPKD,
SKPD wurusan terkait yang membidangi tidak dapat melengkapi usulan
pencairan bantuan sosial dalam batas waktu yang ditentukan, maka PPKD
menyampaikan surat penolakan pencairan bantuan sosial kepada penerima
bantuan sosial melalui SKPD wrusan terkait yang membidangi yang
ditandatangani oleh PPKD.

(6) Apabila hasil verifikasi atas usulan pencairan bantuan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sesuai, maka pengguna
anggaran PPED memerintahkan kepada bendahara belanja bantuan sosial
untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-L3).

(7] Berdasarkan Lembar Disposisi Gubernur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (10) untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan
sebelumnya, maka pengguna anggaran PPKD memerintabkan kepada
bendahara belanja bantuan sosial untuk membuat Surat Permintaan
Pembayaran Langsung (SPP-L5).

(8) Apabila Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dinyatakan
lengkap, PPKD menerbitkan Surat Permintaan Membayar (SPM).

(9) Apabila Sural Permintaan Membayar (3PM) dinyatakan lengkap, dan scsuai
ketentuan BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

(10) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
sampai [9) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 48

Penerima bantuan sosial vang direncanakan dan yang tidak direncanakan
berupa uang, bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen
persyaratan yang disampaikan.

Pasal 49~

{2) Pencairan bantuan sosial berupa barang atau jasa didasarkan pada DPA
SKPD.

={3) Pencairan bantuan sosial berupa barang atau jasa dilakukan dengan
mekanisme pencairan belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangamn.

Pasal 50

(1) Penerima bantuan sosial mengajukan surat usulan penyaluran bantuan
sosial berupa barang atau jasa kepada Gubernur melahn SKPD urusan
terkait yang membidangi setelah APBD ditctapkan dan DPA disahkan.

{2} Pengadaan barang dan jasa bantuan sosial yang dilaksanakan oleh SKPD
urusan terkait yang membidangi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Penyerahan bantuan sosial berupa barang atau jasa dilakukan oleh
Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada penerima bantuan sosial,
dengan dilengkam :

a. Bantuan Sosial untuk individu, terdiri atas :

1. Berita Acara Secrah Terima rangkap 4 (empat) bermataerai cukup,
ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan
sosial;

2. fotocopy KTP atas nama penerima bantuan sosial yang telah
dilegalisisr oleh pejabat vang berwenang;dan

3. Fakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima
telah digunakan sesual dengan usulan.

b. Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri atas :

1. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (cmpat) bermaterai cukup,
ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga
penerima bantuan sosial;

2. fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga
penerima bantuan sosial yang telah dilegalisisr oleh pejabat yang
berwenang;dan

3. Fakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima
telah digunakan sesuai dengan usulan.

c. Bantuan Sosial untuk kelompok masyarakat danfatau lembaga non
pemerintah, terdiri atas :

1. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat] bermaterai cukup,
ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau
sebutan  lain kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah
penerima bantuan sosial;

2. fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan atau sebutan lain kelompolk
masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah penerima bantuan
sosial yang telah dilegalisisr oleh pejabat yang berwenang;dan

3. Fakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima
telah digunakan sesuai dengan usulan.
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Pasal 51

(1) Penerima bantuan sosial wajib menggunakan vang dan/atau barang atau
jasa vang diterima sesuai dengan peruntukan yvang dicantumkan dalam
usulan bantuan sosial yang diajukan dan disetuju.

(2} Penerima bantuan sosial dilarang mengalihkan vang diterima kepada pihak
lain.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Pasal 52

(1] Penerima banituan sosial bertanggungjawab secara formal dan materil atas
penggunaan bantuan sosial vang diterimanya.

(2) Pertangpungjawaban penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi :

a. laporan penggunan bantuan sosial;

b. Fakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yvang diterima
telah digunakan sesuai dengan usulan;

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. fotocopy berita acara serah terima barang bagi penerima bantuan sosial
berupa barang;

c. fotocopy dokumentasi atas pelaksanaan kegiatan.

{3) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan
laporan penggunaan bantuan sosial scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a.

(4] Penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bulkti
pengeluaran dan fotocopy  serah terima barang scbhagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf ¢ dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

k=

Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atas pemberian

bantuan sosial yang direncanakan meliputi

a. usulan dar calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur;

b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

¢. Fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa
bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan

d. 8P2D dan bukti transfer atas pemberian bantuan sosial berupa uang
atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian bantuan sosial
berupa barang atau jasa.

(6) Pertangegungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang
tidak direncanakan scbelumnya.

Pasal 53

{1} Laporan pengeunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat [2) huruf a disampaikan oleh penerima bantuan sosial kepada
Gubernur melalui SKPD terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau
paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya,

{2) Batas waktu terakhir pertanggungjawaban belanja bantuan sosial adalah :

a. untuk pengadaan barang maksimal 3 bulan sejak tanggal diterima oleh
penerima bantuan sosial;




i)

14

()

(&)

(7)

(8)

(9)

(1

€]

(1)

(2)

-37-

b. untuk pelaksanaan pekerjaan fisik berupa konstruksi maksimal 6 [enam)
bulan sejak tanggal diterima oleh penerima bantuan sosial; dan
c. kecuali dalam keadaan tertentu.

Penerima bantuan sosial wajib menyampaikan pertanggungjawaban seluruh
penggunaan dana sesuai dengan batas waktu sebagaimana ayat (1) dan (2).

Atas penerimaan  bantuan  sosial berupa uang yang penggunaannyaf
pemanfaatan melebihi batas waktu tanggal pelaporan sebagaimana pada
ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan pertangrungjawaban vang
terdiri dari :

a. laporan realisasi penggunaan dana;

b. kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal pelaporan;

¢, sisa uang vang belum dipunakan;

d. rencana penggunaan sisa uang; dan

e. jadwal pelaksanaan pekerjaan.

SKPD  terkail wajib memberikan surat pemberitahuan batas waktu
sebagaimana pada ayat (1) dan [2) menyampaikan laporan penggunaan
bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja scbelum batas waktu yang telah ditentukan.

Apabila penerima bantuan sosial sampal batas wakiu sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan (2) menvampaikan laporan penggunaan bantuan
sosial maka SKPD terkait memberikan sural teguran pertama paling lambat
7 [tujuh) hari kerja sesudah batas wakiu yang telah ditentukan, jika tidak
mengindahkan sural teguran pertama maka SKPD terkait wajib memberikan
sural tepuran kedua paling lambat 7 (tujuh) har kerja setelah diterimanya
sural leguran pertamea.

Apabila surat teguran pertama dan kedua tidak ditanggapi oleh penerima
bantuan sosial maka SKPD terkait wajib melaporkan kepada Gubernur
dengan tembusan Inspektorat agar dilakukan audit terhadap penerima
bantuan sosial.

SKPD terkait mengendalikan penerimaan, pengadministrasian  dan
penyimpanan dokumen laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang
atau jasa,

PPED mengendalikan dokumen pencairan belanja bantuan sosial atas beban
belanja PPKD.

Pasal 54

Laporan penggunaan bantuan sosial disusun dalam surat vang memuat
realisasi penggunaan/ peruntukan dan uraian mengenai bantuan sosial vang
diterima sesuai dengan usulan yang telah disetujui serla ditandatangani
oleh penerima.

Format minimal laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)} tercantum dalam Lampiran B.VIl sebagal bagian yvang tidak
terpisahkan dar Peraturan Gubernur ini.

Pasal 535
Bantuan sosial berupa uang, dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan

sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Belanja bantuan sosial berupa barang atau jasa dicatat sebapai realisasi
objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam
program dan kegiatan pada SKPD terkait.
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PPED melakukan pencatatan realisasi belanja bantuan sosial berupa uang
untuk selanjuitnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Belanja bantuan sosial berupa barang yvang belum diserahkan kepada
penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan,
dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Realisasi belanja bantuan sosial berupa barang atau jasa, dikonversikan
sesual standar akutansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran, dan
diungkap pada catatan laporan keuangan dalam penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah.

BAE WV
MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 56
SKPD  terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian
pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja hibah dan belanja
bantuan sosial.

SKPD terkait melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepada PPKD, BAPPEDA dan
Biro Sosial.

PPKD melaporkan rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi kepada
Gubernur dengan tembusan Inspektorat.

Inspektoral Provinsi Kalimantan Utara melakukan pengawasan terhadap
pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja hibah
dan belanja bantuan sosial vang direncanakan dan yang tidak
direncanakan, scsuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

Penerima hibah dan bantuan sosial yang melanggar ketenfuan dapat
dikenakan sanksi administratil,

Sanksi administratil scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
peringatan tertulis, penundaan/penghentian pencairan,/penyaluran hibah
dan bantuan sosial yang diberikan sccara bertahap sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan SKPD terkait menerapkan sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesual ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan mengenai sanksi administratil bagi penerima  belanja  hibah
ditetapkan dalam NPHD.
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BARB V1T
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini :

(1} Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial vang tidak
direncanakan  yang dilaksanakan scbelum  Perubahan  APBD 2014
ditetapkan, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan sebelum
diubah dengan Peraturan Gubernur ini.

(2} Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan dalam
Perubahan APBD 2014 berpedoman pada ketentuan Peraturan Gubernur
ifi.

(3} Pemberian Bantuan Sosial vang tidak direncanakan yang dilaksanakan
setelah Perubahan APBD 2014 ditetapkan, berpedoman pada ketentuan
Peraturan Gubernur ini.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara,

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 September 2013

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 September 2013

Pii. SEKRETAR[2 DAERAH PROVINSI

DRS. H. BADRUN, MSi.

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2013 NOMOR 11
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